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mmmm ulmwm Musi  Rawan Utira ll
Provinsl Sumaters Selaton (Lembaran - Negara : L |.
Repablil Indonesin Tahan 2013 Nomor 112, __-_
Tambahan  Lembaran  Negarn Republik Indonesia =
Notor H129), B !'
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemetintahnn Daerah  (Lembaran Negara Republilk Ftli

Indonesia Nomor 244, Tambshan Lembaran Negara .-
Republik Indonesia Nomor H587) sebagaimania telah _.a""l
diubah beberpa kali terakhic dengan Undang Undang -
Nomor O Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas "_"_

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesin Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang
Penpesahan Convention on the Right of the Child

(Konvensi Halk-hak Anak);

Peraturan Menteri Negnra Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan  Anak Nomor 11 Tahun 2011
tentang, Kebijakan Pengembangan  Kabupaten

2012 Tahun 168),
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan P

tentang  Indikator Kn.bupmm!

(Berita Negarn Republik Ind
169); '
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Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171);

11. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 24
Tahun 2014 tentang perlindungan dan Pemenuhan
Hak-Hak Anak (Berita Daerah Provinsi Sumatera

. Selatan Tahun 2014 Nomor 24);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas
Utara (Lembaran Daerah Kahupaten Musi Rawas
Utara Tahun 2016 Nomor 3);

13. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun
2016 tentang Susunan Orgaisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Ulara
(Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun

. 2016 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI
KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN MUSI |

UTARA TAHUN 2019-2024,

BAB |
KETENTUAN UMU.
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2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Musi Rawas Utara Bupati adalah Bupati Musi Rawas
Utara.

3. Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18
(delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih
dalam kandungan.

4. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang
wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua,
keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

5. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat
KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah
administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan
sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia
usaha yang terencana secara menyeluruh dan
berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan
untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.

6. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya

disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif

di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang

mengoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan

untuk mewujudkan KLA.

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang

selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen

rencana yang menggambarkan visi, misi, tujuan, ruang

lingkup, kebijakan, program dan indikator kegiatan

sccara terintegrasi dan terukur dilakukan oleh

perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu,

sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud disusunnya RAD KLA adalah:

a. menjamin terpenuhinya Hak Anak agar da

pat hidup,
tumbuh,

berkembang dan berpartisipasi secara

optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan
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e. menmptimnlm peran dm ﬁmﬁ MM sebagm
basis pendidikan pertama bagi anak; dan

f. membangun sarana dan prasarana Daerah yang
mampu memenuhi kebutuhan dasar Anak mmh
dan berkembang secara optimal.

Pasal 3
Tujuan RAD KLA merupakan acuan untuk mewujudkan
KLA di kabupaten. 3

BAB IlI
PENYUSUNAN RAD KLA

Pasal 4
(1) Dalam menyusun RAD KLA mempertimbangkan visi,
misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
yang berintegrasi dengan program/kegiatan dalam
Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.
(2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
dokumen perencanaan program terpadu
digunakan sebagai acuan Gugus Tm LA
memantau dan mengcvalmm

L
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Pasal 6

Strategi KLA di Daerah berupa pengintegrasian Hak Anak

dalam:

A setiap proses penyusunan  kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan; dan '

b setiap  tahapan  pembangunan,  mulai  dari
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi,

l..
.

Pasal 7

(1) Untuk mengelektifkan pelaksanaan KLA di kabupatn,

dibentuk  Gugus Tugas KLA yang keanggotaannya

meliputi unsur-unsur lembaga terkait, perwakilan

Anak, dan melibatkan dunia usaha dan masyarakat

yang  mengoordinasikan  program  kegiatan untuk
mewujudkan KLA.

(2) Pembentukan  Gugus  Tugas KLA  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Kepu usan

Bupati.

BAB 1V
PENDANAAN
Pasal 8
Pendanaan pelaksanaan KLA dibebanka
Pendapatan dan Belanja lﬁ!mih_ K
Utara dan dapat dipe

dm me T‘q:\ws\“,i e
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ervisi, konsultasi, pendidkan dar

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 10
Gugus Tugas KLA melakukan pemantauan 1
mengetahui perkembangan dan hambatan pela )
KLA secara berkala.

Pasal 11
(1) Gugus Tugas KLA melakukan evaluasi untuk
menganalisis dan menilai pelaksanaan KLA secara
berkala.
(2) Evaluasi KLA di Daerah dilakukan oleh Gugus T
KLA Kabupaten. :
(3) Evaluasi dapat dilakukan dengan berpedoman It ,

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
. dan Perlindungan Anak tentang panduan
KLA.

Pasal 12
(1) Ketua Gugus Tugas KLA Ka
pelaporan KLA kepada Bupati. .

(2) Bupati melaporkan kepad:
Selatan  dengan tembu:

Pe;[‘enmpJL o .
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Rawas Utara.

Ditetapkan di Mua

pada tanggal o féaruaci 2019

%r BUPATI MUSI RAWAS UTARA, |

SYARI/HIDAYAT

Diundangkan di Muara Rupit

pada tanggal 20 fdorvavy 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

ZAIN IN DAUD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RA

o
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